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PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
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. PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
o ‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

Memmbang a bahwa dalam rangka menlngkatkan fung31 ruang terbuka hljau o

- sebagai paru-paru kota, penyangga resapan - air, menmptakan, G

i; . keseimbangan lingkungan sebagal upaya untuk menjaga kelestarlanf =
' *;‘[“.'lmgkungan hldup, ; R ) FR
'bk."“f’bahvva se1r1ng dengan laJu pembangunan Kota Bahkpapan terdapat
- adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang
terbuka hijau untuk berbagai kepentlngan dengan fung51 lain;

S bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan

*hngkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagl genef‘asL’f :

- sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya
-~ kebijakan Pemerintah Kota Bahkpapan menyangkut perencana‘an
" pelaksanaan, pengendallan dan pengawasan terhadap ruang‘
~ terbuka hijau; R

d bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam
S huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah :
B tentang Pengelolaan Ruang Terbuka I—Iljau G e

. Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia i
. Tahun1945; , i '
2.‘Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang— :

. Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

. Tingkat 1 di Kallmantan (Lembaran Negara Repubhk Indone&a :
- Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran: Negara?'

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor. 72, Tambahan Lembaran'
~ Negara Repubhk Indonesia Nomor 1820); ' g ‘ -

3. Undang-Undang. ‘Nomor - 23 Tahun 2014 tentand Pemerlntahan‘ :
- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor, :
244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 55{87)7
sebagalmana telah dlubah ‘beberapa kali terakhir dengan Undang-
“Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah- (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
,58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 567 9 y i




Menetapkan : PERATURAN ~ DAERAH TEN’I‘ANG ‘PENGELOLAAN RUANG

. Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
jDaerah adalah Kota Balikpapan. Sy : BT
- Pemerintah  Daerah adalah Wali Kota sebaga1 unsur penyelenggara
pemerlntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerlntahan yang
~ menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan S '

. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. - i e o
.-_%Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan

~ baik yang melakukan usaha maupun yang tldak melakukan usaha yang,
mehputl perseroan terbatas “perseroan komandlter perseroan lalnnya badanf 2t
f'i;,_usaha m111k negara atau Daerah dengan. nama dan dalam bentuk apapun, firma, -
~kongsi, kopera51 dana pensmn persekutuan perkumpulan yayasan organlsasi‘yl
" massa, organlsa51 sos1al p011t1k atau organlsa31 yang sejenls lembaga bentuk :

fusaha tetap dan bentuk badan lainnya. - i i

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya dlslngkat RTRW adalah has1l 0
'_ perencanaan tata ruang w1layah kota yang telah dltetapkan dengan peraturan o
- daerah. : ' :
. Ruang Terbuka Hljau yang selanjutnya dlslngkat RTH adalah = area .
" memanjang/ Jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya leblh ber81fat}
-~ terbuka, tempat tumbuh tanaman, ba1k yang tumbuh tanaman secara alamlah" '
_maupun yang sengaja ditanam. : N SR
. 'RTH - Publik . adalah  RTH yang d1m111k1 oleh Pemerlntah Daerah yang e
: "pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta yang dltunjuk danf -
" ‘pemanfaatannya untuk kepentlngan masyarakat secara umum. - S R e
. "RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang o
pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun - ataulf o
~halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang d1tanam1 turnbuhan S o 05
-”Llngkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan ‘semua, daya keadaan,{ 3
.. benda, dan makhluk hldup, terrnasuk manu51a dan perllakunya serta makh]uk :
e 'hldup lainnya: :
0.
! _d1tentukan berdasarkan aspek fungs1onal serta mempunya1 fungs1 utama"
‘tertentu. : ; S :
. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat pusat pemuklman yang berperan-f .

~dalam suatu w1layah pengembangan dan/ atau w1layah nasmnal sebagal s1mpu1 :
, Jasa ; : ' ‘

11

_ ’ Dengan Persetujuan Bersama iil; | /
7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
WALI KOTA BALIKPAPAN -
B . MEMUTUSKAN
| TERBUKAHUAU
. | | BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 =

Kawasan: adalah Kawasan adalah kesatuan geografls yang batas dan smtemnya :




“"":kfi“’?,f,'512 Vegeta31/ tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dar1 suatu kawasari‘

13 Konservas1 adalah pengelolaan sumberdaya alam yang tak terbaharul untuk'.k

‘ ~b fung31 sosial budaya terdiri atas

d fung31 estetika yang terdiri atas:

" a. taman kota ,

balkyang berasal dari kawasan itu atau dldatangkan dar1 luar mehputl pohon
perdu semak dan rumput g B :

menjamln pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya’ alam yefng o
~terbaharui untuk menjamin kesmambungan ketersedlaannya dengan tetapf: -

memehhara dan memngkatkan kualitas n11a1 serta keanekaragamannya

e TSN S . Pasa12
‘"Pengelolaan RTH bertujuan untuk: o :

. Kawasan Konservasi untuk kelestarian h1drolog1 ’
: Kawasan pengendahan air larian dengan menyedlakan kolam retens1

area pengembangan keanekaragaman hayati; S e e
. area penciptaan iklim mikro dan pereduk81 polutan d1 Kawasan Perkotaan
“tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; G ~ S
“pengamanan: sumber daya baik alam, buatan maupun hlStOI‘lS i S
. penyediaan RTH yang bersifat prlvat melalul pembatasan kepadatan serta] o
kriteria. pemanfaatannya; , e s
.area m1t1gas1 /evakuasi bencana; S , : S
;‘memngkatkan peran dan tanggung Jawab masyarakat dalam mengelola RTH dan ‘
Qsarana untuk mencermmkan 1dent1tas Daerah Bt L .

L~ ;_;.A :r m“ﬂ rw,_{sv cm o P

} 'BAB II : e
F‘UNGSI DAN JENIS RTH N
e s Pasal 3 :

;RTH berfungs1 sebaga1 ; T
ca. fung51 ekologls yang terdiri atas Qi o :

1. pengamanan keberadaan Kawasan 11ndung Perkotaan : :
o ‘tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayat1
3. pengendah pencemaran dan kerusakan tanah a1r dan udara dan
4% pengendali tata air. T L :

1. sarana bag1 warga untuk ber1nteraks1 ‘

- 2. tempat rekreasi; :

3. sarana pend1d1kan penehtlan dan pelatlhan LT

4L sarana pemngkatan kreativitas dan produkt1v1tas Warga dan
. 5. sarana pengembangan budaya Daerah : : :

£ c. fung31 ekonom1 ‘yang terdiri atas: ~ ' ' : e e
1. sarana ekonomi dalam rangka pemngkatan komodltas produktlf dan st
S2. ‘sarana dalam rangka penambahan n1la1 darl lmgkungan ' S

1. sarana dalam  rangka memngkatkan kenyamanan dan“’“ keindahan L
. lingkungan; dan : T Hih
D L) ‘sarana: dalam rangka memngkatkan harmomsas1 dan keselmbangan antafa e

: ruang terbangun dan ruang tldak terbangun g S -

R S T ' e Pasal4_‘
L (1) Jems RTH mehput1 RTH Privat dan RTH Pubhk P R o

(2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) merupakan tanggung Jawab a

. dari orang atau Badan pemilik atau pengelola. L
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung Jawab

‘ dar1 Pemerlntah Daerah yang penyedlaannya dllakukan secara bertahap

: ' » Pasal 5 ' ~
; RTH anat dan RTH Pubhk sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 terdm atas




~.0"*p 9,?3‘&?5"?'?@?’9499? ‘

r*wr*"

)

2

- embung, waduk, bendali dan rawa;

,keselmbangan fungsi lingkungan.

taman wisata alam;

taman rekreasi;

taman lingkungan perumahan dan permukiman;
taman lingkungan perkantoran dan gedung komer31al
hutan kota;

“hutan lindung; : : '

- bentang-alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah
-cagar alam; ~ :
kebun raya;

kebun binatang;

pemakaman umum; »,

. lapangan olah raga yang memiliki resapan air;
lapangan upacara;

jalur dibawah tegangan tlnggl (SUTT dan SUTET)

jalur pengaman jalan, median jalan, sempadan rel kereta api, sempadan p1pa gas

- dan jalur pedestrian; '
kawasan dan jalur hijau; :
-daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan ‘

taman atap (roof garden) dan taman dmdlng

BAB 1II
PERENCANAAN -

Pasal 6

Perencanaan : RTH merupakan baglan darl RTRW yang dltetapkan ‘dan
dilakukan - dengan mempertimbangkan keseraman - keselarasan - dan

Perencanaan RTH:sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltuangkan ke dalam

- rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan Jangka
. menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah. 3

- (3)

Q)

~b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

RTH diatur dalam RTRW dan rencana detail tata ruang dengan luasan pahng
sedikit 30% (tlga puluh persen) dari luas lahan kota dengan rincian:
a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan f

RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagalmana dlmaksud pada

‘ayat (3) ditetapkan oleh Wali kota dan penyelenggaraannya d1koord1nas1kan oleh '
perangkat Daerah yang mengelola RTH. :

Pasal 7

Set1ap orang atau Badan dapat menylapkan perencanaan dan perancangan RTH

publik yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mendapat persetujuan/pengesahan rencana tapak dari Wali Kota atau kefoala
perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan - terpadu satu
pintu. ,

BAB IV L
PELAKSANAAN PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

' Baglan Kesatu -
Pelaksanaan




Pasal 8

‘_5(1) Pengelolaan RTH. dllaksanakan secara . terpadu oleh Pemermtah Daerdh,~ ‘
e masyarakat ‘swasta dan pelaku pembangunan lainnya sesuai. dengan bldang ~
“tugas dan tanggung Jawab masmg rnasmg dan ketentuan peraturan perundang-“
e undangan ' ~ : o Sl Tt
(2) Setiap penghum atau p1hak yang bertanggung Jawab atas rumah / bangunan at}au R
i persﬂ yang - terbangun diwajibkan untuk menghljaukan halaman/ pekarangan
_atau persil serta memehhara dengan balk dengan menanam ' :

~a. pohon, pehndung, ‘ - e

- b. tanaman hias; atau o

c. penutup tanah/rumput o : : AR : i
(3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau B

~ketentuan' yang d1tetapkan oleh Pemermtah Daerah dengan memperhatlkan
P keselmbangan lingkungan. : e e
( ) 4) Pada kondisi luas lahan yang terbatas untuk RTH dapat memanfaatkan taman S
. catap (roof garden) dan taman dinding. o . : A Nt
- (5) Orang atau Badan yang tidak melaksanakan penghuauan sebagalmana
~dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi- berupa membangun RTH dengian s

: Jumlah atau luas 2 (dua) kah kewajlbannya pada loka51 yang dltentukan oleh '
Pemerlntah Daerah L : :

( 1) Guna mewujudkan pengelolaan yang. memperhatlkan keselmbangan hngkungan e
e sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dlatur ketentuan RTH Prlvat

sebagal berikut: ' St e ~
a rumah tmggal A . g S
1.. jenis - kavhng dengan ukuran kurang dari 120 m2 (seratus dua puluh ‘
- meter persegi) harus ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pehndung atau
Lo tanaman hias atau penutup tanah/rumput; 2 e e
I jenis kavhng dengan ukuran 120 m? (seratus dua puluh meter persegl) o
. sampai dengan 240 m? (dua ratus empat puluh ‘meter persegi) harius >

~ ditanami paling sedlklt 1 (satu) pohon pehndung, tanaman hlas dan i
Ll !penutup tanah/rumput; . L
3. jenis kavling dengan ukuran leblh dar1 240 m2 (dua ratus empat puluh ‘
~ meter persegi) sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter =
f,'perse gl)harus ditanami paling Sedlklt 2 (dua) pohon pehndung, tanamiem S
R f‘hlas dan penutup tanah/rumput; sl
4 jenis kavhng dengan ukuran leblh dari . 500 rn2 harus dltanaml pallng"]
- sedikit 3 (tiga) pohon pehndung, tanaman hlas dan penut{lp L
. tanah/rumput; dan : i '

5 terhadap - luas kavhng yang tldak dlmungkmkan ' untuk d1tanam1

e i*i}fpohon penghljauan harus dltanaml taman atap (roof garden) dan tamian[ 5
- dinding." ' ' : : | ‘

b Pengembang = Perumahan : harus mewujudkan pertamanan/ penghljauanﬁ o
- pada lokasi Jalur hijau sesua1 dengan rencana. tapak/siteplan yang telah

o disahkan'  oleh = Wali Kota atau - kepala perangkat Daerah yangi
o menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; - - Fi
e c’.ﬂPemlhk dan/ atau pengguna Bangunan Umum lamnya dlatur ketentuan S

- sebagai berikut: : : , SR
1. untuk bangunan yang mempunyal luas tanah antara 120 m2 (seratus dua o
- puluh meter persegl) sampai dengan 240 m? (dua ratus empat puluh meter
persegi) harus d1tanam1 palmg Sedlklt 2 (dua) pohon pehndung dan tanamian sk
hias; dan ‘ : ‘

2. untuk banguﬁan yang mempunyal luas tanah leblh dari 240 m2 (dua ratus i

empat puluh meter persegi) harus ditanami paling: Sedlklt 3 (tlga) poh%n
pehndung, tanaman hlas dan penutup tanah / rumput » ‘




|

d. Pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sud;ut
lereng diatas 15 (lima belas) derajat harus menanam pohon penghijauan paling
sedikit 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m (hma belas rneter persegl),
dan rumput dengan jumlah yang cukup. : : , :

(2): Kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut: : -
"~ a: Kawasan hijau pertamanan kota, pemanfaatannya lebih dlfung31kan sebagai
' taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervar1a131 :
90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan’ sedangkan
10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman :
~ seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hlas dan bangunan penunjang
~ taman lainnya;
'b. Kawasan hijau hutan kota dan Kawasan Konservasi, d1tanam1 _]CI’llS tanam;an
" tahunan dengan Jarak tanam rapat, 90% (sembllan puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan '
- areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan
- tersebut paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal; b
c.. Kawasan  hijau rekreasi kota, merupakan RTH yang pemanfaatannya
* 'sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pa31f vegetasi yang ditanam
~ bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, areal
- yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/ bangunan penun_]a’ng
~ seperti gazebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermém o
. anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya; :
d. Kawasan hijau permakaman, berfungsi sebagai taman pemakaman umum
- yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk
. pemakaman jenazah dengan Vegetasi penutup tanah /rumput lebih domm’an '
- daripada tanaman pelindung;
€. Kawasan hijau pertanian dan pekarangan pemanfaatannya dlkhususkan
‘untuk menunjang bidang pertanlan tanaman pangan, hortikultura, 80%
~(delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembllan puluh persen) dari
- luas areal dalam bentuk hijau;
f. Kawasan hijau jalur hijau, merupakan RTH dalam bentuk jalur hljau tepi

- pantai, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi/ tengah jalan, jalur hljauf di
~ bawah penghantar listrik tegangan tinggi, kawasan ini- kurang lebih 90%

e '(sembllan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan :

- jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput; dan

g ‘Kawasan hijau atau RTH lainnya yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(3) Luas sarana: penunjang bagi kepentingan RTH, mengikuti ketentuan
pemanfaatan ruang yang berlaku di lokasi setempat -

Pasal 10

Untuk- pengelclaan RTH yang baik, setiap penghuni atau plhak yang bertanggung

‘jawab atas rumah/bangunan diharuskan:

-~ a. memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan Jalan

dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu koma lima puluh) meter,

; " bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;

'b. memelihara  jalan masuk dan  memasang lampu penerangari
dihalaman/pekarangan;

c. memelihara pohon atau tanaman dan’ meraplkan rumput sesuai batas

~ halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan

'd. memelihara, mengatur dan mengawa51 tanamannya agar tidak menganggu

kepentingan umum.

)

Bagian Kedua
Pemanfaatan




Pasal 11

Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah yang . belum

memlhkl alas hak atas tanah menJadl kewenangan Pemerlntah Daerah

(1)

(’2)

- ¢. pendidikan;
“d. kesehatan; dan

)

I

Pasal 12

Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai -oleh Daerah yang telahf
ditetapkan sebagai RTH dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin Wah*
Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan atas

RTH..
Pemanfaatan RTH sebagalmana dimaksud pada ayat (1) di bldang

a. sosial;
b. budaya;

e. ekonomi.
Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dllakukan :

dengan retr1bu31 Daerah
‘ Pasal 13-

Setlap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh 1zm

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau tidak sesuai dengan

izin yang diberikan harus menghentikan, mengosongkan keglatan atas.

beban biaya yang bersangkutan.

Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, Wali Kota atau kepala perangkat

 Daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum, berwenang melaksanakan
penghentian keglatan secara paksa, pengosongan lokasi+ RTH dan
-mengembahkan sesuai keadaan semula atas beban b1aya pelanggar yang
bersangkutan S

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 14

Guna pengendalian pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan yang
dilakukan oleh perorangan atau Badan dan/atau untuk kepentingan,
- perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menylmpang
dari fungsinya. '
Setiap orang dan/ atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara
menyimpang/bertentangan dari fungsi sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
; d1kenakan sanksi pencabutan izin. :

Pasal 15

Pengendalian pelaksanaan RTH dilaksanakan dalam pernberian rencana tapak dan

'IMB dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar
hijau. . '

(1)

RTH Privat.

Pasal 16
Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan dan
perlindungan Lingkungan Hldup serta perumahan dan permukiman melakukan
pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendahan’




: (2) Wali Kota atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketertlban
umum melakukan penertiban terhadap perencanaan pelaksanaan pemanfaatan
dan pengendahan RTH Privat.

(3) Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendahan R’iI‘H

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah
. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan menlngkatkan kesadaran

- - tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah

|   'b pendidikan dan pelatihan; dan/atau

swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan pemanfaatan dan

pelestar1an tanaman dan RTH. .
: BAB V ,

PERAN SERTA MASYARAKAT

: Pasal 17
(1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta lembaga/badan
- hukum, dan/atau perseorangan. : ; R
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dimulai dari

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
-~ (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dﬂakukan

- dalam
©a. proses pengambﬂan keputusan mengenai penataan RTH

b. kerjasama dalam pengelolaan RTH; dan

c. kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan dan/ atau tenaga flSlk untuk

pelaksanaan pekerjaan pembangunan RTH. 5

: ' : Pasal 18 _

‘QPenmgkatan peran serta masyarakat sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 17
dilakukan melalui kegiatan:

“.a. penyuluhan dan sosialisasi;

B c. bantuan teknls dan pemberian stimulasi bibit tanaman

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 19

‘Pembinaan = dan =~ pengawasan terhadap = perencanaan, pelaksanaan,

‘pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Wali Kota atau perangkat
- Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup
- serta perumahan dan permukiman.

Pasal 20 o { i

(1) Dalam rangka pembmaan Pemerintah Daerah dapat memberlkan penghargaan
: kepada  masyarakat  perseorangan, kelompok  masyarakat, lembaga
kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan
badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemehharaan
, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
-(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
~ ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 21

(1) Setiap orang atau Badan dilarang:




Q0.

e.

'.’:menebang atau merusak pohon, tanaman hias dan/ atau rumput penutup ’
~ tanah yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah; ‘

'Pemerintah Daerah tanpa izin dari Wali Kota.

merusak sarana dan prasarana RTH m1l1k/ dikuasai oleh Pemermtah Daerah;
melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH; SEE
berburu satwa, membuang sampah, mendirikan bangunan ‘dan / atau

“merusak keanekaragaman hayati di lingkungan RTH yang dlkuasal/ mlhk :

Pemerintah Daerah; dan
menduduki dan/atau menguasal kawasan RTH yang d1kuasa1/ m111k

(2) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame di 11ngkungan RTH tanpa 1zir1

Pemblayaan pengelolaan RTH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; ’

~ b. partisipasi dan swadaya masyarakat;

-~ c. badan usaha dan/atau badan hukum,;

d. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/ atau ,
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak menglkat

(1) Penyldlk Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

dar1 Wali Kota atau pejabat yang mengelola RTH.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23"

~ diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyldlkan terhadap pelanggat"an ’

: @)

,terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. : v : ;
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
.mehputl : : , :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya t1ndak

a.

b.

‘melakukan  tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian' dan*

. ,melakukan penyltaan benda atau surat;
mengambil sidik jari dan memotret tersangka; , :
‘memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau-

pidana; -

melakukan pemeriksaan;

. menyuruh berhentl seorang tersangka dan memerlksa tanda pengenal diri

tersangka;

saksi; ‘ :
mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemerlksaan .
mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk darl

- penyidik ‘bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa- tersebut

bukan merupakan tmdak “pidana dan selanjutnya melalui penyldlkv
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau
keluarganya; dan : : '
melakukan tindakan lain menurut  hukum = yang dapaf
dipertanggungjawabkan. S ‘ ‘ e




. ‘SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

'(1) Setiap orang dan/atau ‘Badan yang melanggar ketentuan sebagalmana

‘dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda

~ paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang dan/atau  Badan yang melanggar ketentuan sébagalmana’

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dlpldana dengan pidana. sesu
ketentuan peraturan perundang-undangan. :
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meyrupakan pclanggaran._

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25 -

‘ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

ai

Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah i 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota. Bahkpapan
Ditetapkari di Balikpapa‘ni B
pada tanggal 20 Februari 2019
- WALI KOTA BALIKPAPAN, :
ttd
M. RIZAL EFFENDI

- Dlundangkén di Bahkpapan ~
pada tanggal 21 Februari 2019

}SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
: ' ttd

 SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 3

‘NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

: (30/3/2019)
~ Salinan sesuai dengan ashnYa

KEPALA BAGIAN HUKUM,

(|v . ;
DAUD R{RADE-
NIP 196108061990031004
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'PENJELASAN
ATAS'
" PERATURANV DAERAH KOTABALIKPAP_AN
" NOMOR 3 TAHUN 2019 |
TENTANG E
 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk memenu‘hi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dén kemajuan
pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin, maJu sehlngga adanya
kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka H1Jau untuk

; berbaga1 kepentlngan dalam hal ini fung51 hijau diharapkan tidaklah harus hljau

semua tetap1 ‘masih dlmungklnkan untuk berbagal kepentingan, hanya saja

'perubahan perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka
- Hljau : : o : o .

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - dilaksanakan . secara 'terpadu o;leh

 Pemerintah Daerah masyarakat dan pelaku pembangunan lamnya yang dlharapkan\

o Pasal 3

" Ruang Terbuka Hljau dapat menjaga kelestarian lingkungan . hldup, mencegah
pencemaran udara, mencegah perusakan hngkungan serta mengembahkan pada

‘peran dan fungsmya sebagal paru- paru Kota Bahkpapan

I PASAL DEMI ’PvAk‘SAL _7
Pgsal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan “plasma hutfah” adalah substansi yang terdapat
‘dalam” kelbmpok makhluk hidup, dan merupakan sufnber sifat keturunan -
yang dapat dimanfaatkan dan dlkembangkan untuk menmptakan _]i?l’lls e

tumbuhan maupun hewan dan Jasadrenlk

Pasal 4 -

Cukup jelas.
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‘-b‘,‘4;"‘:~,PaSal 5
: :‘yizpas“,val 6 i
: CukupjdaS;TV‘
> :ﬁ_pasal T ‘
- CukudeaS?i  
: Pasal 8 . o
CukupJelasf 5 .
¢ ‘i‘.ﬁPaSél 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.:f.
Ayat (2)
Cukup Jelas‘. : |

o Ayat (3)

Yang dlmaksud ketentuan pemanfaatan ruang antara lam RTRW rencana
. detail tata ruang, peraturan ~zonasi, rencana tata bangunan dan
hngkungan dan/atau rencana tapak / 31teplan ST

i ,Pasal 10

Cukup Jelasz.:;_f‘: -
'"“752 Pasa111 |
Cukup _]elasyr. i

- L ,’Pasal 12

Cukup_]elas; Ll
”"}.fpasa113 '

Cukup Jelas‘.i*;‘;

5 i "';‘V"Pasal 14
Cukup _]elas;g,__;i."' ,
__"_Pasal 15 :

Cukupr ] élaé. -
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Pasal 16

Cukup jelas.

:Pasal 17

Cukup jelas.

' P‘asaly 18

Cukup jel_as.

| Pasal 19

| »‘Cukupjelanls. |

~ Pasal 20

| Cukup jelé_s.

| :Pasal 21

| Cukup jelas.

Pasal 22

Cuk’r’up jelas.

‘Pasal 23

- Cukup jelas.

Pasal 24 ‘

o "Cuku'pkjelkas.

‘PasaIQS« -

 Cukupjelas.
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